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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai standar keselamatan kapal penangkap ikan
berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas dalam Cape Town Agreement
2012 dan juga hukum positif di Indonesia yang saat ini terdapat di dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 tentang
Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan. Aturan di dalam hukum positif Indonesia
belum cukup mencakup seluruh kebutuhan dari standar keselamatan tersebut. Sehingga
selanjutnya akan membahas apakah Indonesia perlu untuk meratifikasi Cape Town

Agreement 2012 dengan melihat peraturan yang saat ini ada dan berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian
menggunakan aturan, prinsip, atau doktrin untuk menjawab masalah hukum. Apabila
diaplikasikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian akan menggunakan setiap aturan
dan regulasi yang berkaitan dengan tata cara standar keselamatan kapal penangkap ikan

berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, standar keselamatan kapal
penangkap ikan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara
jelas dan lengkap; kedua, peraturan-peraturan dalam Cape Town Agreement 2012
mengatur lebih rinci terkait standar keselamatan kapal penangkap ikan jika

dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kata Kunci: Hukum Perikanan, Standar Keselamatan Kapal, Cape Town Agreement
2012
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lautan merupakan komponen utama hidrosfer planet kehidupan yang mencakup
71 persen permukaan bumi.® Hal ini menyebabkan munculnya tantangan
tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk
memajukan maritimnya. Indonesia merupakan negara yang kurang lebih 2/3 dari
wilayahnya merupakan lautan.” Tidak heran apabila Indonesia merupakan salah
satu negara maritim yang paling besar di dunia.

Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 (dua) samudra, yaitu Samudra
Pasifik dan Samudra Hindia, serta menghubungkan 2 (dua) benua, yaitu Benua
Asia dan Benua Australia. Letak Indonesia yang sangat strategis, membuat
Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi jalur pelayaran perdagangan
dunia.® Indonesia merupakan negara kepulauan pertama yang mengusulkan
penetapan alur-alur kepulauannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada The
United Convention on the Law of the Sea 1982 (yang selanjutnya akan disebut
sebagai UNCLOS 1982).* Dengan adanya jalur pelayaran ini diharapkan akan
mempermudah arus pelayaran internasional dan meningkatkan nilai ekspor

Indonesia.

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut sehingga menjadikan Indonesia
sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan.
Perikanan menjadi salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan

strategis terhadap pembangunan perekonomian nasional, terutama mengenai

! Muthia Ramadhani, Seberapa Luas Samudera di Dunia?
https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains-trendtek/17/09/13/ow7566335-seberapa-luas-
samudera-di-dunia (terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

2 WWF Indonesia, Tentang Komunitas Marine Buddies,
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/
(terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

® Levina Yustitianingtyas, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai
Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Jurnal Pandecta vol. 10, bagian
abstrak (2015).

* Indonesia Maritime Institute, Alur Laut Kepulauan : Sebuah Konsekuensi Negara Kepulauan
(2013).



https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains-trendtek/17/09/13/ow7566335-seberapa-luas-samudera-di-dunia
https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains-trendtek/17/09/13/ow7566335-seberapa-luas-samudera-di-dunia
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/

perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup
bangsa, pembudidayaan ikan, sampai pada pihak pelaku usaha di bidang
perikanan.® Penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat
cepat untuk memperoleh ikan dalam waktu relatif singkat dan jumlah yang cukup
besar.

Kapal ikan, alat tangkap ikan, dan nelayan merupakan tiga faktor yang
mendukung keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan. Aktivitas menangkap
ikan, terutama di laut merupakan kegiatan yang beresiko tinggi.° Faktor
keselamatan kapal maupun nelayan merupakan hal yang utama untuk menunjang
kesuksesan suatu operasi penangkapan. Sehingga, masalah keselamatan kapal dan
nelayan merupakan hal yang telah menjadi perhatian dunia. Telah banyak
kebijakan-kebijakan internasional yang berkenaan dengan keselamatan di laut.
Menurut International Maritime Organization (yang selanjutnya akan disebut
sebagai IMO), 80% dari kecelakaan, disebabkan oleh kesalahan manusia (human
error) dan sebagian besar kesalahan ini dapat dihubungkan dengan kekurangan
manajemen yang menciptakan pra-kondisi untuk terjadinya kecelakaan.’

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas,
diberikan pengertian mengenai kapal perikanan, yaitu kapal, perahu atau alat
apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.® Selanjutnya,
terdapat pengertian kapal penangkap ikan, yaitu kapal yang secara Kkhusus

® Puspoayu, Sari, dan Ramadhani, Praktik Illegal Transhipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum
Laut Internasional, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/35718/24278 (terakhir diakses
01 Oktober, 2019).

® Grainger CR, Hazards of Commercial Fishing, World Health Forum, Vol 14, WHO: Geneva, P.

313-..315 (1993).

" Blanc M, Tools For Improved Fishing Vessel Safety: The Torremolinos Protocol And The Stcw-F
Convention, SPC Fisheries Newsletter, Nearshore Fisheries Development and Training Adviser,

Secretariat of the Pacific Community, P. 30-32 (2006).

8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012
tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Pasal 1 angka (8).



https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/35718/24278

dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan,

mendinginkan, dan/atau mengawetkan.®

Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan laut sebagai tempat untuk
mencari nafkah. Banyak masyarakat mengabdikan dirinya sebagai nelayan untuk
mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai Anak Buah Kapal (yang selanjutnya
akan disebut sebagai ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing. Baik
nelayan maupun ABK merupakan bagian dari awak kapal. Hal ini dipertegas
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan
pengertian awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh pemilik, atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.X® Selanjutnya, undang-
undang tersebut juga menyatakan bahwa Anak Buah Kapal adalah awak kapal
selain nakhoda.

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara pengirim terbesar awak kapal
khususnya ABK. Dari sudut pandang tenaga kerja, diperkirakan 3,8 juta penduduk
Indonesia bekerja dalam industri perikanan hilir ke hulu.*? Jenis-jenis usaha
perikanan meliputi kegiatan di laut (menangkap ikan), kegiatan di pelabuhan
penangkapan ikan (melabuhkan, memroses dan menjual ikan) dan mengekspor
ikan ke luar negeri (transportasi dan konsumsi). Dari 3,8 juta tenaga Kkerja,
sebanyak 2.641.967 tenaga kerja bekerja sebagai nelayan (awak kapal/kapten
kapal/pawang laut) di laut dalam 550.000 kapal penangkap ikan, dan sisanya
913.788 tenaga kerja bekerja dalam industri perikanan lainnya seperti Unit
Pengolahan Ikan (UP1).** Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan perikanan
merekrut tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja sebagai awak kapal.

Dengan demikian, dalam melakukan pekerjaannya para tenaga kerja Indonesia
yang berprofesi sebagai awak kapal terutama yang melakukan penangkapan ikan

° Supra note 8, pasal 1 angka (9).

19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, L.N.R.I., No.64 Tahun 2008. Pasal 1
angka 40.

1 Supra note 10. Pasal 1 angka (42).

12 |_aporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri
Perikanan di Indonesia (2016).

13 Greenpeace, Laut Indonesia dalam Krisis. halaman 2 (2013).



di laut lepas membutuhkan perlindungan khusus. Salah satu pengaturan yang
cukup penting adalah pengaturan mengenai kelayakan kapal. Hal tersebut perlu
diatur untuk mencegah terjadinya praktek Illegal, Unregulated, and Unreported
(TUU) Fishing serta mengurangi tingkat kecelakaan kapal yang cukup tinggi.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas
tentang kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut
lepas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin
Usaha Perikanan (SIUP).'* Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara,
dan syarat-syarat pemberian SIUP diatur dengan Peraturan Menteri.*> Namun
ketentuan tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan apa
saja yang harus dipenuhi sehingga sebuah kapal dapat dikatakan layak untuk
berlayar di laut lepas.

Padahal, kebutuhan untuk memberikan pengawasan yang baik terhadap kelayakan
kapal sangat dibutuhkan karena hal tersebut dapat memberikan keamanan bagi
keselamatan awak kapal yang berada di dalamnya. Laporan International Labour
Organization (selanjutnya disebut sebagai ILO) mensinyalir terdapat 24.000 awak
kapal dan nelayan yang meninggal dan 24 juta yang terluka akibat kecelakaan
kapal ikan setiap tahunnya.’® Angka tersebut sepuluh kali lebih tinggi jika
dibandingkan dengan angka kecelakaan kapal dagang. Dengan melihat keadaan
diatas, maka terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia,
yaitu melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi

yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan

4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, L.N.R.I., No.118 Tahun 2004. Pasal
26 ayat (1).

5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, L.N.R.I., No. 154 Tahun 2009. Pasal 32.

16 Kumparan, Indonesia Paparkan Perlindungan Nelayan dan Perikanan di Forum Dunia,
https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-paparkan-perlindungan-nelayan-dan-perikanan-
di-forum-dunia (terakhir diakses 06 November, 2019).
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sebuah konvensi yang dinamakan Vienna Convention On The Law of Treaties,
yang hingga saat ini menjadi pedoman Hukum Perjanjian Internasional di
berbagai negara. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional,
maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang
memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan
ratifikasi sebagai landasan yuridis. Pemberian tempat perjanjian internasional
dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan

konstitusi.’

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
(selanjutnya disebut sebagai KKP) M. Zulficar Mochtar mendukung ratifikasi
Cape Town Agreement 2012.'* Menurutnya, ratifikasi terhadap Cape Town
Agreement 2012 diperlukan karena masing-masing negara memiliki perangkat

untuk melakukan pengawasan dan meningkatkan transparansi kegiatan perikanan.

Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the
1993 Protocol relating to the Torremolinos International Convention for the
Safety of Fishing Vessels, 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur
tentang kelayakan kapal dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di
laut lepas.’® Sejauh ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Torremolinos
(termasuk turunannya). Padahal, saat ini sudah cukup banyak kapal penangkap
ikan Indonesia yang memiliki panjang 24 meter atau lebih beroperasi di laut lepas.
Untuk inilah penulis merasa bahwa perlunya melakukan penelitian hukum
mengenai ketentuan-ketentuan internasional dan kaidah-kaidah internasional juga

peraturan-peraturan dan kaidah nasional yang mengatur tentang keamanan dan

7 Karmila Hippy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3019/2564 (terakhir diakses
20 November, 2019). Halaman 89.

18 SuaraTani.com, Berantas Pencurian lkan di Laut, Indonesia Dukung Ratifikasi Cape Town
Agreement,
https://suaratani.com/news/agro-industri/berantas-pencurian-ikan-di-laut-indonesia-dukung-
ratifikasi-cape-town-agreement (terakhir diakses pada 06 November, 2019).

19 The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels.
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-Torremolinos-
International-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx (terakhir diakses 01 Oktober,
2019).
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kelayakan kapal penangkap ikan sepanjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di
laut lepas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul:

“URGENSI RATIFIKASI CAPE TOWN AGREEMENT 2012 TERHADAP
KAPAL PENANGKAP IKAN DENGAN PANJANG 24 METER ATAU
LEBIH YANG BERLAYAR DI LAUT LEPAS.”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, yaitu:

Bagaimana urgensi Indonesia untuk meratifikasi Cape Town Agreement 2012 dan
konsekuensinya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait
kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang berlayar di laut
lepas?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi Cape Town
Agreement 2012 terkait kelayakan kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter
serta konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia apabila meratifikasi Cape Town
Agreement 2012.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis untuk

mengembangkan ilmu hukum maupun secara praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal Hukum
Perikanan, serta dapat memberikan jawaban terhadap perlindungan awak
kapal dalam kapal penangkap ikan sepanjang 24 meter yang berlayar di laut
lepas.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah dalam membangun hukum negara Indonesia, khususnya di bidang



pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, dan dapat
memberikan informasi kepada masyarakat terkait perlindungan awak kapal
dalam kapal penangkap ikan sepanjang 24 meter yang berlayar di laut lepas.

1.5.Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dimana untuk
menjawab suatu masalah hukum menggunakan aturan, prinsip, ataupun doktrin
hukum yang telah ada.?® Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan
statute approach, yaitu dengan menelaah setiap undang-undang atau aturan yang
terkait dengan masalah hukum yang dibahas,? sehingga apabila diaplikasikan ke
dalam penelitian ini maka penelitian akan menggunakan setiap aturan atau
regulasi yang berkaitan dengan standar keselamatan kapal penangkap ikan
berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis digunakan untuk
penelitian yang mempunyai masalah hukum. Deskriptif analitis adalah suatu
metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum.?

Dengan kata lain, penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian
kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil
penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sehingga

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2010). Halaman 35.

2! |d. Halaman 93.

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
(Rajawali Pers, Jakarta, 2001). Halaman 13-14.

2% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta, Bandung, 2009).
Halaman 29.



di dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menemukan permasalahan yang
terdapat pada aturan atau regulasi Indonesia terkait standar keselamatan kapal
yang dianalisis dengan Cape Town Agreement 2012.

1.6.Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran, Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat
Kapal dan Pemuatan, dan masih banyak lagi. Selain itu peneliti juga
menggunakan Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the
Provisions of the 1993 Protocol relating to the Torremolinos International
Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 dan annex (lampiran
perjanjian) sebagai acuan dalam membandingkan pengaturan tentang kapal secara

nasional dan internasional.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data
kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang
merupakan bahan hukum baik nasional maupun internasional yang mengikat,
seperti:

e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

e Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;

e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan;

e Cape Town Agreement 2012,

e dan bahan-bahan hukum lain yang terkait dan relevan untuk penelitian ini.



Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer
seperti buku dan jurnal hukum, serta karya tulis atau hasil diskusi Cape Town
Agreement, dan laporan yang berkaitan dengan “Urgensi Ratifikasi Cape Town
Agreement 2012 terkait Keselamatan Kapal Penangkap lkan dalam Upaya
Perlindungan Awak Kapal di Laut Lepas”.

Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto adalah bahan hukum berupa
kamus, ensiklopedia, bibliogafi, indeks kumulatif, dan leksion.?* Bahan hukum
tersier yang penulis gunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

kamus hukum, dan internet.
1.7. Sistematika Penulisan
Penelitian ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 - Pendahuluan

Bagian Pendahuluan penelitian ini berisi Latar Belakang Masalah yang akan
membahas mengenai penjelasan umum mengenai alasan dibutuhkan pengaturan
mengenai kapal dengan panjang 24 meter atau lebih dan hubungannya dengan
keselamatan awak kapal, kemudian setelah menemukan permasalahan penulis
akan merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dituangkan dalam bagian
Rumusan Masalah.

BAB 2 - Ratifikasi dan Tinjauan terhadap Cape Town Agreement 2012

Pada bab ini penulis membahas seputar apa yang dimaksud dengan ratifikasi dan
akan ditinjau standar keselamatan kapal yang terdapat di dalam Cape Town
Agreement 2012.

BAB 3 - Tinjauan Regulasi Indonesia terkait Kapal Penangkap lkan dengan
Panjang 24 Meter atau Lebih yang Berlayar di Laut Lepas

Setelah mengetahui konsep tentang kapal penangkap ikan di dalam Cape Town

Agreement 2012, penulis membahas mengenai laut lepas dan kapal penangkap

ikan. Penulis juga berencana untuk membahas pengaturan seputar kelayakan kapal

khususnya kapal penangkap ikan yang menjadi objek penelitian skripsi ini.

2 Supra Note 22. Halaman 14-15.



BAB 4 - Analisis Pengaturan Kapal Penangkap lkan Berukuran 24 Meter atau
Lebih yang Berlayar di Laut Lepas di Indonesia dan Cape Town
Agreement 2012

Bagian ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan analisa dari data yang

telah diperoleh. Bab ini akan memaparkan persamaan dan perbedaan aturan terkait

keselamatan kapal yang telah ada di Indonesia dengan Cape Town Agreement

2012, kemudian bab ini juga akan mengangkat hubungan dari keselamatan kapal

serta konsekuensi dari ratifikasi Cape Town Agreement 2012,

BAB 5 — Penutup

Sebagai bagian penutup, bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran, yang
akan menjawab kebutuhan untuk meratifikasi Cape Town Agreement 2012
menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka terwujudnya

standar keselamatan kapal penangkap ikan yang efisien.
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